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hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai 

kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti 

akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya 

peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada 

tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran 

yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena 

waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan 

KPU dan KPU/ KIP prouinsi/ kabupaten/ kota harus segera 

menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang"; 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait

uji Pasal 7 ayat (2) hurup g UU No. 10 Tahun 2016 ten tang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana Mahkamah

Konstitusi memberikan amar putusannya sebagai berikut:

"MENGADILI 

Dalam Provisi: 

Mengabulkan permohonan prouisi para Pemohon untuk 

seluruhnya; 

Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk 

sebagian;

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati

jangka waktu 5 (Zima) tahun setelah mantan terpidana

selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan

9 



HASIBUAN &HASIBUAN 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: 

Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon 

wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

g. (i) tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (Zima) tahun atau lebih, 

kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak 

pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam 

pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai 

tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 

pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda 

dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan 

terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (Zima) tahun 

setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur a tau 

terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 

dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai 

pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan

selebihnya."

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D­

VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam

pertimbangan halaman 271 menyatakan sebagai berikut:

" . . . . Pihak Terkait telah temyata melibatkan struktur 

kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah 
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adalah Orang Asli Papua karena keduanya bukan berasal dari Ayah 

dan Ibu dari suku asli Papua atau setidaknya memiliki hubungan 

Genealogis Patrilineal Orang Asli Papua sebagaimana pengertian 

Orang Asli Papua yang telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 

2 Perdasus No. 6/2011 dan Keputusan MRP No. 3/2024. 

29. Adapun mengenai ketentuan

pengambilan keputusan MRP

54 / 2 004 adalah se bagai beriku t:

mengenai tata cara proses 

berdasarkan Pasal 54 PP No. 

"(l)Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan 

Keputusan Pimpinan MRP. 

(2) Tata cara dan proses pengambilan keputusan

ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP."

30. Bahwa berdasarkan Pasal 151 Peraturan Majelis Rakyat Papua

Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat

Papua Selatan ("Peraturan Tata Tertib MRP PPS No. 1/2024")

(videBukti P-17), menyatakan sebagai berikut:

"Bagian Ketiga 

Produk Hukum MRPS 

(1) Produk hukum MRPS berbentuk Pera tu ran MRPS,

Keputusan MRPS dan Keputusan Pimpinan MRPS.

(2) Peraturan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh

Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.

(3) Keputusan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, 

ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. 

(4) Keputusan Pimpinan MRPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara

unsur pimpinan dan pimpinan Pokja untuk kepentingan

internal MRPS, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua

MRPS yang memimpin rapat."
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